GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
Nomor: 23 Tahun 2003

TENTANG

SISTEM PENGEMBALIAN, PERGULIRAN DAN BAGI HASIL
PADA PENYEBARAN TERNAK ASET PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN PETERNAKAN TERINTEGRASI

GUBERNUR LAMPUNG,
Menimbang : a bahwa penyet dan pengembangan temak asset Pemerintah
Sistim Gaduhan dilaksanakan di | pung sejak tahun 1970 telah

berperan penting dan memiliki nilai strategis bagi keberhasilan
pembangunan petemakan dewasa ini;

b. bahwa potensi sumber daya peternakan terutama pakan di
Lampung sangat besar yang belum bisa dimanfaatkan secara

aptimal;
¢. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi
yang ada dan sekaligus dalam rangka percepatan pemn.gimmn
populasi termak bagi peningkatan Kualitas Lumbung Ternak di
‘. kat sera .r b an P rekonomi daerah, dipand
perlu lakul b b berupa  rekmy dan
el & oo b

pcngct;bahan perguliran  dan b;g! hapenyebaran dan
pengembangan temak asset Pemerintah Propinsi Lampung;

d. bahwa agar pelal ksud but diatas dapat lebih
berdayaguna dan berhasil guna perlu ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur,

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967, tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan
Daerah;
Peraturan Pemerintah Momor 105 Tahun 2000 tentang Pengelola
Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pedoman
P:ngad'aan Bala.ng dan Jasa Instansi Pemerintah;

p L P ian Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001
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len'mn,g{" Umum Penyet dan Pengembangan Ternak,
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi

Lampung,



8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun Anggaran
2003 tentang Penetapan APBD Propinsi Lampung Tahun
Anggaran 2003,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG SISTIM

PENGEMBALIAN, PERGULIRAN DAN BAGI HASIL
TERNAK ASET PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN PETERNAKAN
TERINTEGRASI,
BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kep ini yang dimaksud dengan

a.
b.

c.
d

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Propinsi Lampung.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung,

Pejabat berwenang adalahsescorang yang karena jat ya diberi k gan / otoritas untuk

melakukan suatu tindakan,

Sistim adalah bentuk dan atan cara untuk

peternakan dan kesehatan hewan.

Bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian dibidang kebendaan berwujud, atau harta kckayaan

bentuk ternak dimana antara pnhak~p1l|ak sepakat mengikatkan dirl dalam suatu perjanjian

kerjasama yang saling g tersebut k fian dibagi oleh pihak-

pihak berdasarkan hasil bersih, nilai netto yang d:peroieh dengan suatu perbandingan atau

persentase terientu.

Penyebaran Ternak adalah suatu prog untuk ingkatkan populasi termmak dengan cara
lasi dan atau ilitasi, menata agar tercapai keseimbangan

populasi antar daerah dalam wilayah Propinsi Lampung.

Ternak asset Pemerintah Daerah adalah harta kekayaan berwujud ternak yang kepemilikannya

dikuasai sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Propinsi Lampung,

Ternak adalah hewan piara yang kehid ya, yakni genai tempat, perl

kesehatan dan manfaamya diatur dan diawasi oleh manusia serta dlpehhara secara khusus

hagai penghasil bahan mak dan jasa yang berguna bagi kepenti hidup

Ternak pukok adalah ternak bibit atau bakalan yang diserahkan pertama kali {(modal awal)

kepada penggaduh untuk dikembangbiakkan / dibesarkan atau di kkan,

Ternak bibit adalah ternak yang memenuhi persyaratan teknis untuk dikembangbiakan .

Ternak tidak layak bibit adalah terak yang tidak memenuhi persyaratan teknis untuk

dikembangbiakkan,

Ternak majir (mandul) adalah ternak organ reproduksinya tidak dapat berfungsi sebagaimana

mestinya seperti diatur dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 1967, tentang Pokok-pokok

Peternakan dan Kesehatan Hewan,

Gaduhan adalah salah satu bentuk, cara dalam perjanjian pengalihan hak milik atas ternak

antara pemilik modal awal dengan petani.

Penggaduh adalah orang baik sebagai perorangan maupun seckelompok orang yang secara

sendiri-sendiri dan atau secara berkelompok menerima pengalihan hak dengan persyaratan bagi

hasil dari pihak lain.

Ternak gaduhan adalah ternak objek dalam perjanjian bagi hasil antara pemilik awal temak

gaduhan dengan pengpaduh.

suatu program, kegi dibidang
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Pembesaran atau penggemukan adalah suatu upaya pemelirmman yang dilakukan dalam
membcsarkan dan atau menggemukkan temak objek perjanjian,

Kel k adalsh sekelompok orang yang diberi wewenang oleh anggota
mesngurgnnlstr kelm‘npok penggaduh temak Pemerintah berdasarkan musyawarah anggota dan
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

BABTI
SISTIM DAN JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN
Pasal 2
1 angka waktu pengcmbal:an untuk setiap paket ! (satu) ckor ternak bibit betina atau jantan :

Seckor sapi, dalam jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun, Pengurus Kelompok
harus menyerahkan terak induk pokok kepada pihak pemberi pinjaman/gaduhan;

b. Seekor kerban, dalam jangka waktu selama-l 8 (delapan) tahun, Peng
kelompok harus menyerahkan ternak induk pokok kepada pihak pemberi
pinjaman/gaduhan;

¢ Seekor kambing atau domba, dalam jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) tahun, Pengurus
Kelompok harus menyerahkan ternak induk pokok kepada pihak pemberi
pinjaman/gaduhan.

Jangka waktu pengembalian untuk paket ternak program pemb / penggemul

a.  Untuk temak sapi, dalam waktu 3 - 12 (tiga — dua belas) bulan, Pengurus kelompok harus
menyerahkan seluruh temak yang digaduhnya kepada pihak pemberi pinjaman/gaduhan;

b, Untuk temak kerbau, dalam waktu 3 — 12 (tiga — dua belas) bulan, Pengurus Kelompok
harus menyerahkan seluruh ternak  yang digaduhnya kepada pihak pemben
pmjammfgaduhan

¢ Untuk temak kambing atau domba, dalam waktu 3- 12 (tiga — dua belas) bulan, Pengurus

Kel harus hkan seluruh ternak yang digaduhnya kepada pihak pemberi
pmjamatla’gaduhan.
Jangka waktu peng li b dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang dengan

mmpcrhahm aspek teknis sebagai berikut
Jangka waktu gaduhan sebagaimana, yang telah ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) telah
tercapai, tetapi kondisi ternak induk dalam keadaan bunung

b.  Perpanjangan jangka wakm g ikan dengan kondisi dan
s¢lama-lamanya sampai ternak turunan yang dilahirkan dari induk setelah mencapai umur
lepas sapih.

BAB IIT

SISTIM PERGULIRAN
Pasal 3

Setiap penggaduh yang ternak gaduhannya telah menghasilkan 1 (satu) kali kelahiran yang
mencapai umur Iepes saplh hams menyemhkan induk pokoknya kepada Pengurus Kelompok
Pengurus Kel ksud ayat (1) selanjutnya mendi bali atau
menggulirkan ternak induk pokok tersebut kepada penggaduh baru yang telah ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang menetapkan calon penggaduh;

Perguliran ternak induk pokok terus dilakukan kepada para penggaduh baru sampai mencapai
Jjangka waktu pengembalian sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1).
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BABIV
SISTIM BAGI HASIL

Pasal 4
Temak pokok hasil pengembalian dari Pengurus Kel k sel jimaksud Pasal 2 ayat
{1y dan (2) Keputusan ini, selanjutnya dijual oleh Panitia Pelaksana Pen_quslan Ternak Pemerintah
vang ditetapkan oleh Pejabat Dinas.

Hasil penjualan ternak tersebut selanjutnya dibagi dengan pengaturan sebagai berikut :
a.  Hasil Penjualan Ternak Pokok Bibit Afkir :

{1} Bagian Pemerintah Daerah Pmpmsn {Pihak Pemilik Aset Ternak) sebesar : 60 % dari
nilai penjualan ternak sebagai Pendar Asli Daerah (PAD) Propinsi;

{2 Hagmn: intah Daerah Kabup /Kota pat (Pihak Pembina dan Peng
sebesar : 20 % dari mla: penjualan ternak scbagai MM [PAD}
Kabupaten/Kota setempa

3) Beglan Ke!ompuk sebesa: 20 % dari nilai penjualan ternak sebagai Pendapatan

pok (Kas Kel k) yang b k

b.  Hasil Penjualan termak Program Pembesaran penggemukan ;

(1) Bagian Pemerintah Daerah Propinsi (Pihak Pemilik Aset Temak dan Pengawas)
sebesar nilai hasil penjualan berat badan awal ditambah dengan 20 % dari nilai hasil
penjualan pertambahan berat badan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi,

(2} Bagian Kelompok (Pihak penggaduh) sebesar : 60 dan dar nilai hasil penjualan
pertambahan berat badan sebagai Pendar Kelompok (Kas Kelompok) yang
bersangkutan;

(3) Bagian Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Pihak Pembina dan Pengawas) sebesar :
20 % dari nilai hasil penjualan pertambahan berat badan sebagai Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kabupaten/Kota setempat,

BABYV
HAK DAN KEWAIIBAN PENGGADUH
Pasal 5
Pihak Penggaduh mempunyai kewajiban sebagai berikut ;
a.  Menyediakan dan menyiapkan sarana — prasarana yvang diperlukan;
b.  Menandatangani Berita Acara Scrah Terima Ternak Gaduhan dan Surat Perjanjian

pinjaman/gaduhan;

¢ Mcmchhm tzmak gaduha:l dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab;

d. imbingan yang diberikan oleh petugas teknisi peternakan;

e Melaporkan kejadran-krjadian pada ternak gaduhan dalam waktu yang cepat dan tepat,
kepada Petugas Kecamatan setempat;

f.  Menanggung resiko gaduhan terhadap kej adian yang terjadi akibat kelalaian penggaduh;

g Melaporkan perkemt ternak | duhan yang diterimanya kepada pihak
pemberi pinj dub: dengan temb kcpada pihak-pihak terkait secara periodik
setiap bulan;

h.  Menyerahkan kembali ternak pokok pinjaman / gaduhan kepada pihak pemberi pinjaman /
gaduhan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pinjaman / Gaduhan.

Pihak Penggaduh ternak bibit berhak untuk :

8. Memiliki ternak turunan dari temak induk gaduhan;

b Memanfaatkan tenaga ternak dan } ternak pinj /gaduhan dalam batas-batas
tertentu selama jangka waktu gaduhan,
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Pihak Penggaduh temak bakal t penggemukan berhak untuk :

a.  Memperoleh bagian dari nilai pen.smbahan berat badan ternak gaduhan dengan prosentase
tertentu sesuai dengan yang disepakati dalam Surat Perjanjian.

b. Memanfaatkan kotoran ternak dari temak pinjaman/gaduhan selama jangka waktu
gaduhan,

BAB VI
RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 6

Dalam hal ternak gaduhan bibit yang dikembangbiakkan atau bakalan yang dibesarkan atau
digemukkan mati, hilang, dipotong paksa atau majir bukan karena kelalaian penggaduh, maka
penggaduh yang bersangkutan bebas dari tanggung jawab untuk mengganti

Dalam hal temak gaduhan bibit yang dikembangbiakkan majir atau dif paksa bukan karena
kelalaian penggaduh, maka penggaduh memperoleh bagian sebesar 25 % dari nilai penjualan
ternak majir atau dipotong paksa tersebut dan 75 % merupakan bagian pemilik (pemberi
pinjamans‘gaduhan).

Dalam hal untuk ternak gaduhan bibit yang dikeml atau bakalan yang
dibesarkan/digemukkan mati, hilang, majir atau potong paksa karena kelalaian pengeaduh, maka
penggaduh berkewajiban untuk mengganti.

Penetapan suatu kejadian merupakan kelalaian atau bukan kelalaian penggaduh ditentukan oleh
suatu Tim yang ditetapkan oleh Pejabat Dinas.

BABVII
LOKASI DAN PETERNAK SASARAN
Pasal 7

Lokasi penyet dan p b hemak pemerintah daerah dalam program pembangunan

peternakan terintegrasi harus umum scbhagai berikut :

4. Merupakan areal atau disekitar areal sentra produksi tanaman pangan dan hortikultura
perkebunan dan kehutanan serta industri pengolahan hasil p ian dan perkeb yang
potensial dalam penyediaan pakan;

b.  Merupakan wilayah sumber pakan potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal

¢.  Bebas penyakit hewan menular sesuai dengan jenis dan ras termak yang akan
dikembangkan;

d.  Jenis dan ras ternak yang akan dikembangkan, sesuai dengan kondisi sosial budaya
masyarakat setempat;

¢ Barana prasarana transportasi yang dai dan fukung kel pembi

pengawasan,
Calon lokasi p t 1 ternak pemerintah daerah diseleksi / dinilai oleh
suatu tim seleksi penilai ca.lun Tokasi yang dlte‘lspkan oleh Pejabat berwenang.
Calon lokasi yang paling hi persy berdasarkan hasil seleksi‘penilai selanjutnya
ditetapkan sebagai lokasi penyeb dan bangan dengan kef pejabat berwenang
dengan persetujuan pihak pemberi pinjaman gadut

Pasal 8

Penggaduh ternak Pemerintah Daerah dalam program pembangunan peternakan terintegrasi

‘harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.  Merupakan buruh pekerja tani atau buruh pekerja p dan perkeb
yang hertempat tinggal tetap dilokasi atau disekitar lokasi areal sentra produk51 dan industri




lahan hasil p ian dan perket yang dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk

fKTP) yang thasih berlaku;

b, Bersedia memanfaatkan hijauan pakan lerm'k atau tanaman limbah pertanian dan
perkebunan serta limbah ag:cmdusmyang dilokasi wilayat

¢ Merupakan anggota kelompok atau k jadi anggota kel ,'r’" bag
ekonomi produktif,

d.  Sanggup yediakan sarana | yang diperlukan dan bersedia mengikuti k
vang berkaitan dengan usaha peternakan vang diadakan oleh kelompok pun oleh dinas
terkait;

e Bersedi dat i Perjanjian Pinj /Gaduhan dan sanggup mengikuti ketentuan-

ketentuan dalam Perjan;lan Pinjaman Gaduhan dengan rasa tanggung jawab.

(2) Calon penggaduh diseleksi/dinilai oleh tim seleksi/penilai calon penggaduh yang ditetapkan oleh

pejabat yang berwenang.
3 Calon pcnggaduh vang paling berdasarkan hasil seleksi, selanjutnya
dengan Kep pejabat berwe'nung dengan persetujuan pihak pemberi pinjaman
gaduha.n
BAB VI
PENUTUP
Pasal 9
(1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam kep ini kut teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepaln Dinas Peternakan dan Kesehaxan Hewan
Propinsi Lampung sesuai dengan p per 1g-undangan yeng berlaku.

(2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk betung
Pada Tanggal 24- 12 - 2003

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

dio

TURSANDI ALWI

1. Mcmsn Dalam Negm ﬂ.t Jnkm
2. Menteri Pertanian di Jakarta.
3. Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan di Jakarta.
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Teluk
6. Kepala DinasPeternakan dan Keschatan Hewan Propinsi Lampung di Bandar Lampung
7. Bupati / Walikota se- Propinsi Lmapung
8. Kepala Dinas yang i fungsi pemb T kan Kabupaten/Kota
se- Propinsi Lampung.
9. Himpunan Keputusan.




